17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem

Istilah sistem  berasal dari bahasa Yunani “systema”. Sistem menurut Shrode dan Voich diartikan sebagai “suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian” (Shrode dan Voich, 1974:115).  Pendapat Shrode  dan Voich mengartikan sistem sebagai sekumpulan bagian-bagian yang berkumpul secara tersusun menjadi suatu kesatuan. 

Sistem menurut Awad diartikan sebagai “hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur” (Awad, 1979:4). Berdasarkan pengertian diatas, penulis beranggapan bahwa sistem dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang menghubungkan satuan-satuan arsip secara teratur.
Dengan kata lain istilah “systema” mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. 
Sistem harus memiliki input, proses dan output. Sesuai yang dikemukakan Sutanta bahwa Sistem merupakan sekumpulan hal,  kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan. Sebagaimana ditunjukan dalam gambar sebagai berikut:
Suatu sistem harus mempunyai tujuan dalam proses pelaksanaanya. Dalam hal ini, sistem tersebut dijalankan oleh pegawai Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam sistem penyusutan arsip statis. Model umum suatu sistem terdiri atas masukan (input), pengolah (procces), dan keluaran (output). (Sumber: Sutanta, 2003:4).
Pada sistem cara pengolahan data menjadi sangat tergantung kepada tujuan dari keputusan yang akan dihasilkan. Sistem menurut Zulkifli Amsyah dikatakan sebagai berikut:

“Suatu mekanisme yang mengatur data dan informasi mulai dari pengumpulan, pemilihan, pengolaham, penyimpanan, penemuan kembali, penyajian, pendistribusian kepada para pengambil keputusan. Sistem tersebut mengatur segala hubungan saling berkaitan, saling ketergantungan, dan saling mendukung dari berbagai komponen dan fungsi kegiatan yang ada pada suatu perkantoran” (Amsyah:2005).

Sistem diartikan sebagai sesuatu hal yang mengatur data dan informasi sebagai fungsi suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem berhubungan dengan prosedur, data, informasi untuk pengambilan keputusan. Arsip sebagai data diolah baik secara manual maupun komputer menjadi suatu informasi. Pengolahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari keputusan yang akan diambil.
Sistem yaitu suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan suatu fungsi. Misalnya sistem kearsipan. Ini meliputi berbagai prosedur dan metode dalam mengklasifikasikan surat-surat, memberi kode tertentu, menyimpannya dalam tempat berkas, memeliharanya secara tepat, terus sampai terakhir mengenai cara penyingkiran dan pemusnahan surat yang sudah tidak diperlukan lagi. 
Dari pengertian tersebut yang merupakan subsistem adalah prosedurnya. Antara prosedur yang satu dengan yang lain dari sistem kearsipan adalah warkat yang telah disimpan secara sistematis akan memudahkan dan mempercepat penemuan kembali apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.

2.1.1 Karakteristik Sistem
Sistem memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:
1. Komponen Sistem

Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama memberntuk satu kesatuan. Komponen – komponen sistem atau elemen – elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian – bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli berapapun kecilnya, selalu mengandung komponen – komponen atau subsistem – subsistem. 
Setiap subsistem mempunyai sifat – sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Dapat dibayangkan jika dalam suatu sistem terdapat subsistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tentunya sistem tersebut tidak akan berjalan dengan mulus. Suatu sistem yang tidak berfungsi dapat terjadi karena rusak sehingga dengan sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai.    
2. Batas Sistem 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.
3. Lingkungan luar sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat bersifat merugikan sistem tersebut. 
Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, jika tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.
4. Penghubung sistem

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber – sumber daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. 
Keluaran (output) dari subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.  
5. Masukan (input)

Masukan sistem adaln energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukkan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input).
Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. 
6. Pengolah sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan – bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. 
7. Keluaran 

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. 
8. Sasaran atau tujuan 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak aka nada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuannya. 
Perbedaan suatu sasaran dan suatu tujuan adalah, tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Bila merupakan suatu sistem utama, seperti sistem bisnis perusahaan maka istilah tujuan (goal) lebih tepat diterapkan. 
2.1.2 Klasifikasi Sistem  
Sistem memiliki beberapa klasifikasi sistem diantaranya :
1. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik, contohnya : Norma Kehidupan
2. Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik.
3. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam.

4. Sistem buatan adalah sistem yang dirancang oleh manusia.

5. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi.

6. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi.
7. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya.
8. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaryh dengan lingkungan luarnya.
2.2 Arsip


Kata arsip berasal dari bahasa Yunani Kuno “archeion”. Kata ini merupakan perkembangan dari kata “arche” yang memiliki beberapa arti seperti:

1. Berarti permulaan, asal;
2. Tempat utama, kekuasaan, kedaulatan; dan
3. Kehakiman serta kantor.

Dari pengertian tersebut selanjutnya terbentuk kata jadian yang artinya berbeda-beda. Pengertian pertama (permulaan, asal) dalam bahasa Yunani terbentuk kata archaios yang berarti kuno. Dari kata tersebut kemudian muncul kata archaic yang merupakan perkembangan dari kata archaikos (old fashioned). Muncul pula kata archeology.
Pada pengertian kedua (tempat utama, kekuasaan dan kedaulatan) terbentuk kata architekton (arch = chief; dan tekton = a workman). Perkembangan selanjutnya muncul kata achitect dan archbishop (ulama pada agama Katholik). Pada pengertian ketiga terbentuk kata archeion yang berarti gedung pemerintah (arch = rule, government); selanjutnya melahirkan kata archivum (Latin), archive (Inggris), archief (Belanda), dan arsip (Indonesia).
Arsip sendiri berarti catatan, dokumen penting yang berfungsi sebagai saksi bisu dan bukti otentik untuk pencari keadilan dalam masyarakat. Arsip berperan penting sebagai modal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 
Pengertian Arsip menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan pasal 1 ayat a dan b, yang dinyatakan bahwa arsip adalah:
1.   Naskah‑naskah yang dibuat, dan diterima oleh Lembaga‑Lembaga Negara dan Badan‑Badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
2.   Naskah‑naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan‑Badan swasta dan pemerintah atau perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka kehidupan kebangsaan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arsip tercipta dari setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun kehidupan kebangsaan.
Arsip menurut Ludgren dan Lundgren (1989), dalam bukunya Record Management in The Computer Age, 
“Arsip merupakan buti dari suatu kejadian atau kegiatan yang direkam dalam bentuk nyata atau bersifat tangible , sehingga memungkinkan untuk ditemukan kembali” (Ludgren dan lundgren,1989).
Dari pengertian ini dapat diambil beberapa kesimpulan dasar. Pertama, arsip itu merupakan bukti (evidence) dari suatu kejadian, tetapi bukti tersebut merupakan bukti bagi lebih dari satu orang. Suatu arsip harus berisi data yang mempunyai arti secara sosial. Dalam konteks ini, arsip seringkali diartikan sebagai dasar untuk pegambilan keputusan, pengukuran dan penghitungan. Data yang telah diproses sehingga lebih bermakna dapat diartikan sebagai informasi.

Kedua, arsip harus disimpan dalam bentuk yang nyata. Tiga bentuk atau media secara umum terdiri atas kertas (paper), film dan media magnetik (magnetic media). Arsip berbasis kertas berupa data, gambar atau teks yang disimpan dalam sesuatu yang tekomposisi kimiawi tanpa melihat ukuran, warna atau berat kertas.

Arsip film merupakan data, gambar atau teks yang disimpan dalam film, termasuk pula bentuk khusus film, seperti microfilm. Arsip media magnetik merupakan data, gambar atau teks yang disimpan dan ditemubalikkan (retrival) melalui penulisan kode secara magnetik dan khusus berkaitan dengan komputer.

Ketiga, adalah bahwa arsip dapat ditemubalikkan (retrievable). Setiap bentuk arsip baik apakah berbasis kertas, film, maupun media magnetik harus dapat ditemubalikkan secara fisik maupun informasinya.

Arsip dapat dibedakan dengan nonarsip (nonrecord), karena nonarsip merupakan keseluruhan informasi dalam bentuk yang tidak nyata. Salah satu contoh nonarsip adalah percakapan biasa. Nonarsip ini dalam kondisi lingkungan tertentu dapat menjadi “arsip”.

Milburn D. Smith III (1986) memberikan pengertian arsip hampir sama seperti Lundgren, dia menyatakan bahwa arsip (record) merupakan keseluruhan bentuk informamsi terekam. Media arsip yang menurut Smith III dapat berupa kertas, mikrofilm, media magnetik atau disk optic. Pendapat Smith III ini agak berbeda dengan Lundgern dan Lundgern, Karena media optik telah dimasukkan sebagai salah satu media arsip.
Smith III membagi media arsip ke dalam beberapa kategori. Pertama, arsip-arsip dengan media elektronik (electronic media) yang meliputi disk magnetik, diskettes, pita magnetik dan disk optic. Umumnya, media elektronik digunakan untuk meyimpan informasi arsip dalam jenis dan jumlah yang besar. Kedua, media mikrofotografik (microphotographic media) yang  meliputi mikrofilm atau microfiche dan computer output microforms (COM). Media ini digunakan untuk menyimpan informasi yang membutuhkan akses cepat atau penyimpanan yang sangat lama.
Bentuk media yang ketiga, adalah arsip-arsip dengan basis kertas. Arsip ini Umumnya berbentuk hard-copy seperti memo-memo, surat, kontrak-kontrak dan berkas proyek. Keuntungan bentuk ini adalah dapat menyediakan informasi untuk referensi jangka pendek dan sering digunakan untuk arsip vital (vital records). 

Bentuk media terakhir adalah media video dan suara atau biasa dikenal sebagai audio-visual media. Media ini digunakan untuk menyimpan arsip-arsip gambar bergerak dan suara seperti kaset, audio kaset, dan video tape. Kecenderungan terakhir mengarah pada media digital seperti laser disk, video compact disk (VCD) yang menyimpan arsip-arsip multi data, teks, gambar, grafik dan suara.
Berdasarkan pada dua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun jenis arsip harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Arsip merupakan informasi terekam;

2) Memiliki bentuk media yang nyata dalam arti dapat dilihat serta dibaca, diraba dan didengar;
3) Arsip memiliki fungsi dan kegunaan. Kegunaan ini dapat merupakan evidence atau memiliki suatu legalitas tertentu yang dapat digunakan dalam rangka menunjang proses pelaksanaan kegiatan administrative dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi pemerintahan dan juga bisnis.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional, dalam pasal 1 dari peraturan tersebut diberikan batasan mengenai arsip sebagai berikut:

1. Arsip yang berwujud tulisan dalam bentuk corak teknis bagaimanapun juga dalam keadaan tunggal, berkelompok maupun dalam suatu kesatuan bentuk dan fungsi dari pada usaha perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan- kehidupan pada umumnya.
2. Kumpulan surat-surat atau bahan-bahan penolong lainnya dengan fungsi memastikan suatu ingatan dalam administrasi negara dibuat secara yuridis dengan perkembangan organis, yang disimpan dan dipelihara selama diperlukan. Arsip dapat diartikan pula sebagai suatu badan yang melakukan segala kegiatan pencatatan, penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat yang mempunyai arti penting, baik ke dalam maupun keluar, baik menyangkut soal-soal pemerintah maupun non pemerintahan, dengan menerapkan kebijaksanaan dan sistem tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi Arsip menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 adalah:
“Data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar”.
Berdasarkan pendapat diatas arsip merupakan suatu berkas yang dibuat oleh suatu perusahaan baik berupa media elektronik maupun tertulis.
2.2.1 Fungsi Arsip
Di Indonesia, dilihat dari segi fungsinya, arsip sebagai informasi terekam, mempunyai pengertian peranan yang dapat dibedakan atas dua yaitu arsip dinamis dan arsip statis (Undang-undang No.7 tahun 1971 Tentang Pokok-pokok Kearsipan). Hal ini agak berbeda dengan pengertian arsip dinamis di Amerika yang disebut sebagai records, sedangkan arsip statis merupakan pengalihan arti dari archives. 
Menurut Betty R. Ricks (1992), suatu arsip dapat dipertimbangkan menjadi arsip inaktif jika dipergunakan kurang dari 10 kali dalam satu tahun. Frekuensi penggunaan ini sebenarnya bergantung pada kebutuhan organisasi masing-masing.  Setiap organisasi dapat memiliki tingkat frekuensi penggunaan terhadap arsip berbeda-beda meskipun mungkin jenis arsipnya sama. Secara umum, setiap organisasi baik itu pemerintahan maupun perusahaan memiliki arsip aktif dan inaktif. Persentase kuantitas arsip dinamis yang disimpan atau dimusnahkan, secara umum terdiri atas:

1. 25% arsip dinamis disimpan dalam bentuk arsip aktif. 
2. 30% arsip disimpan dalam berkas arsip inaktif.
3. 35% arsip dinamis dapat dimusnahkan.
4. Hanya 10% arsip dinamis yang memiliki nilai permanen dan dapat disimpan di Arsip Nasional sebagai arsip statis.

Kehadiran arsip pada dasarnya karena adanya kegiatan organisasi, kelompok atau individu. Tanpa adanya suatu kegiatan atau aktifitas, maka arsip tidak akan tercipta. Arsip dinamis dengan demikian dapat merupakan informasi keseluruhan proses dalam organisasi. Oleh karenanya arsip dinamis ini memiliki beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi organisasi. Fungsi arsip ialah:

1. Mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, pimpinan dalam tingkat manajerial manapun pasti membutuhkan informasi. Informasi yang dibutuhkan merupakan rekaman proses kegiatan yang telah dilakukan. informasi ini sesungguhnya berasal dari arsip dinamis.
2. Menunjang proses perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk memperkirakan kondisi yang akan datang yang akan dicapai. Upaya pencapaian ini akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana-rencana.  Untuk menyusun perencanaan dibutuhkan banyak informasi yang mendukung perkiraan yang akan dicapai. Informasi ini dapat diperoleh dari arsip dinamis.
3. Mendukung pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, dibutuhkan informasi terekam tentang rencana yang telah disusun, apa yang telah dilakukan, dan apa yang belum dilaksanakan. Kesemua ini dapat direkam dalam bentuk arsip dinamis.
4. Sebagai alat pembuktian. Dalam proses pengadilan, banyak dibutuhkan informasi yang mendukung pembuktian. Kegiatan di dalam pengadilan itu sendiri akan banyak menghasilkan informasi terekam, yang nantinya dapat digunakan kembali oleh pengadilan. Seluruh informasi ini merupakan arsip dinamis yang dapat  digunakan dalam proses pembuktian.
5. Memori organisasi atau perusahaan. Keseluruhan kegiatan organisasi atau perusahaan, baik itu berupa transaksi, aktifitas internal organisiasi atau perusahaan atau keluaran yang dibuat oleh organisiasi atau perusahaan dapat direkam dalam bentuk arsip dinamis. Informasi terekam ini nantinya dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatannya di masa yang akan datang.
6. Arsip untuk kepentingan Politik dan Ekonomi. Kegiatan politik dan ekonomi akan banyak menghasilkan dan membutuhkan informasi. Beragam informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, dan salah satunya adalah berasal dari arsip dinamis.
2.2.2 Tipologi Arsip
Tipologi arsip bisanya dikaitkan dengan media penyimpan informasi arsip. Bentuk media arsip dapat berupa kertas, film, suara maupun elektronik. Secara rinci pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Arsip berbasis kertas (paper records) yaitu arsip-arsip berupa teks yang ditulis di atas kertas. Bentuk arsip bermedia kertas ini juga lazim disebut sebagai arsip yang bersifat konvensional. 

2. Arsip pandang-dengar (audio-visual records) merupakan arsip yang dapat dilihat dan didengar. Arsip pandang dengar dapat dirinci dalam 3 kategori: 

1.  Arsip gambar statik (static image), contohnya  foto.
2.  Arsip citra bergerak (moving image), film, video, dsb.
3. Arsip rekaman suara (sound recording), kaset.  
3. Arsip elektronik, merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format, dimana hanya komputer yang dapat memprosesnya maka sering dikatakan sebagai machine-readable-records.Contohnya floppy disk, hard disk, pita magnetik, optical disk, cd room.
Media perekam informasi arsip mempunyai keunikan di beberapa literatur kearsipan menyebut adanya  special format records atau arsip bentuk khusus. Contoh dari jenis arsip tersebut adalah arsip kartografi dan kearsitekturan, meskipun kedua corak arsip tersebut berbasis kertas, tetapi karena bentuknya yang unik dan khas, maka arsip-arsip tersebut merupakan arsip bentuk khusus yang dapat dibedakan dengan arsip tekstual lainya.

2.2.3 Siklus Hidup Arsip
Untuk mencapai sasaran sistem kearsipan di atas, tidak dapat lepas kaitannya dengan siklus hidup arsip. Umumnya, setiap jenis arsip akan melewati siklus hidup sebagai berikut:

1.  Tahap Penciptaan
Pada tahap ini, arsip diciptakan atau dibuat, kemudian digunakan sebagai media penyampai informasi, sebagai dasar perencanaan, pengeorganisaisan, pengambilan keputusan, pengawasan dan lain sebagainya. Ada dua cara arsip diciptakan. 
Pertama, diterima dari organisasi atau seseorang yang berasal luar organisasi. Kedua, dapat diciptakan secara internal oleh satu orang atau lebih. Penciptaan arsip eksternal seperti surat, laporan, formulir, tidak dalam kontrol dan kendali suatu organisasi atau perusahaan, karena arsip diciptakan oleh orang lain. Namun demikian, penciptaan arsip dari dalam dapat dikontrol dan dikendalikan berdasarkan pada kebutuhan organisasi atau perusahaan.

2.  Tahap Pemanfaatan Arsip (Filing)
Pada tahap ini, arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Selanjutnya, arsip dinamis dapat dikategorikan lagi menjadi arsip dinamis aktif, yaitu arsip yang Frekuensi penggunaannya masih sangat tinggi dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari (terus-menerus). Sedangkan arsip dinamis inaktif ialah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah menurun (jarang) dalam penyelenggaran administrasi sehari-hari.

3. Tahap penyimpanan dan penemuan kembali
Arsip disimpan untuk tujuan digunakan kembali sewaktu-waktu  dibutuhkan di kemudian hari. 
4.  Tahap pemindahan
Dalam kurun waktu penyimpanan selembar arsip mungkin saja arsip dicari dan digunakan secara terus-menerus. Dalam hal ini arsip dinamakan “dinamis aktif”. Namun demikian, arsip tidak selalu secara terus-menerus digunakan, maka perlu dimusnahkan atau dipindahkan. Perlu dipertimbangkan pertama, arsip dapat dipindahkan dari status aktif menjadi inaktif, tetapi masih dalam ruang lingkup kantor.
5. Tahap pemusnahan
Tahap terakhir dari lingkaran adalah penghapusan. Beraneka ragam cara dapat digunakan untuk menghilangkan arsip, dari yang sederhana yaitu dengan menghancurkan arsip dan melemparkan ke dalam tempat sampah sampai dengan cara yang kompleks dengan menggunakan mesin yang mahal.

2.2.4 Nilai Guna Arsip

Nilai guna adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna. Ditinjau dari kepentingan pengguna arsip, nilaiguna arsip dapat dibedakan menjadi nilai guna primer dan nilai guna sekunder.
A.  Nilai Guna Primer
Nilai guna primer adalah nilai guna arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi penciptanya, dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya dimasa kini maupun dimasa mendatang.

Arsip yang bernilai guna primer disimpan dan dipelihara selama diperlukan untuk menentukan nilai guna lainnya yang terkandung dalam arsip tersebut. Dengan kata lain penentuan nilai guna arsip tidak didasarkan hanya pada satu nilai guna saja, tetapi perlu diperhatikan nilai guna lainnya. Nilai guna primer meliputi :

1. Nilai Guna Administrasi
Nilai guna administrasi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan organisasi. Arsip diciptakan dan diterima dalam kaitannya dengan keperluan manajemen. Arsip memiliki nilai guna administrasi apabila arsip yang bersangkutan dapat membantu organisasi untuk melaksanakan kegiatannya yang sedang berlangsung. 

Masa berlaku nilai guna administrasi suatu arsip, tergantung dari tujuan dan kegunaan masing-masing arsip. Arsip tidak lagi memiliki nilai guna administrasi apabila :

(1) Arsip telah selesai perannya dalam menunjang  pelaksanaan kegiatan administrasi;

(2) Tujuannya telah tercapai;

(3) Transaksi atau kegiatan telah diselesaikan dan

(4) Arsip yang disimpan hanya bersifat preventif yaitu untuk melindungi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi.

Masa berlaku masing-masing arsip berbeda-beda, ada yang dingkat dan ada yang lama. Sedangkan arsip-arsip yang merupakan hasil kegiatan ketatausahaan umumnya memiliki nilai guna administrasi yang singkat karena tujuannya dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat. Jenis arsip tersebut misalnya tentang pesanan, pembelian, pengadaan alat tulis kantor dan sebagainya. Arsip yang memiliki lebih dari satu nilai guna antara lain :

(1) Arsip yang berkaitan dengan struktur organisasi, perubahan dan perkembangannya, memiliki nilai guna administrasi dan hokum;

(2) Arsip yang berkaitan dengan fungsi-fungsi, pelaksanaan fungsi kebijaksanaan organisasi, kepegawaian, pedoman kerja dan sebagainya, memiliki nilai guna administrasi kemungkinan juga nilai guna hukum, keuangan, ilmiah bahkan nilai guna sekunder dan

(3) Arsip yang memiliki lebih dari satu nilai guna dapat dipastikan bahwa masa berlakunya akan lama.
2. Nilai Guna Hukum
Arsip mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hokum baik berupa hak dan kewajiban warga Negara maupun pemerintah.

Contoh : arsip hasil proses pengadilan, produk-produk hokum seperti arsip-arsip yang berisikan Keputusan atau Ketetapan, Perjanjian, bahan-bahan bukti peradilan dan lain sebagainya. 

Lamanya penyimpanan arsip yang memiliki nilai guna hokum tergantung dari masalahnya. Misalnya : kontrak, nilai guna hukumnya berakhir jika masa berlaku kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau dicabut atau dibatalkan. Berakhirnya nilai guna hukum apabila :

(1) Tindakan – tindakan hukum telah dilengkapi atau diselesaikan;

(2) Hak – hak organisasi telah dilindungi;

(3) Hak – hak individu yang terlibat telah dilindungi;

(4) Kewajiban yang timbul sebagai akibat sesuatu kebijakan atau kegiatan, telah dipenuhi; dan

(5) Tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian di masa yang akan datang.
3. Nilai Guna Keuangan
Nilai guna keuangan adalah arsip yang informasinya menggambarkan tentang bagaimana uang diperoleh, dibagikan, diawasi dan dibelanjakan. Dengan kata lain nilai guna keuangan bertalian dengan kebijakan keuangan, transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Arsip – arsip yang memiliki nilai guna keuangan antara lain :

(1) Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Daerah;

(2) Kerjasama pengelolaan asset daerah;

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(4) Pertanggungjawaban Keuangan;

(5) Pembukuan;

(6) Laporan Keuangan;

(7) Laporan Pemeriksaan Keuangan dan 

(8) Tuntutan ganti rugi keuangan dan materiil daerah.

Jangka waktu penyimpanan arsip yang memiliki nilai guna keuangan, bervariasi ada yang singkat dan ada pula yang  cukup lama. Misalnya : tentang kebijakan keuangan, memiliki masa penyimpanan yang lama dan bahkan permanen. Nilai guna keuangan akan berakhir apabila :

(1) Tujuan utama arsip yang bersangkutan telah selesai peranannya;

(2) Transaksi keuangan telah diselesaikan;

(3) Hak organsisasi dalam kaitannya dengan transaksi keuangan telah dilindungi;

(4) Kepentingan pemeriksaan dan pengawasan telah terpenuhi serta

(5) Tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian di masa yang akan datang.

4. Nilai Guna Ilmiah dan teknologi
Arsip yang bernilai guna ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian murni maupun terapan. Arsip jenis ini menyediakan data bagi para peneliti. Apabila data hasil penelitian tidak segera dipublikasikan, maka arsip tersebut mempunyai jangka waktu penyimpanan atau retensi yang lama. 

Untuk menentukan nilai guna ilmiah dan teknologi tidaklah mudah, oleh karenanya perlu bimbingan dan peran serta dari para ilmuwan dan atau peneliti yang bersangkutan.

B.  Nilai Guna Sekunder

Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain dari atau kepentingan umum di luar lembaga atau instansi pencipta arsip. Nilai guna sekunder meliputi :

1. Nilai Guna Kebuktian (Evidential Values)

Nilai guna kebuktian dapat diartikan behwa arsip mengandung keterangan yang menjelaskan tentang bukti-bukti keberadaan suatu organisasi beserta fungsi – fungsinya.

Arsip memberikan penjelasan tentang aspek-aspek penting suatu organisasi seperti asal – usul suatu organisasi, perubahan beserta perkembangannya, peranan administrasi dan peranan operasionalnya. Selain itu juga memperlihatkan mengenai keputusan, kebijakan, fungsi – fungsi, prosedur atau aktivitas lainnya. 

Arsip yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur, perlu mendapatkan perhatian khusus. Arsip tersebut merupakan perwujudan dari komunikasi kebijakan dan prosedur yang penting artinya. Sumber – sumber daripada kebijakan dan prosedur terdapat dalam arsip-arsip yang mengandung :

(1) Petunjuk, peraturan;

(2) Bagan dan petunjuk yang menyajikan tentang struktur organisasi;

(3) Laporan dan data statistic yang dibuat, baik di Unit Kerja maupun pada tingkat organisasi yang lebih tinggi;

(4) Perangkat publikasi yang menunjukkan bagaimana organisasi yang berfungsi dan memperlihatkan apa yang telah dilaksanakan;

(5) Bahan – bahan publikasi dalam bentuk press release naskah pidato resmi, diagram dan lain – lain yang menunjukkan program administrasi yang sifatnya aktual serta

(6) Semua arsip yang memiliki nilai guna kebuktian harus disimpan secara permanen. Arsip jenis ini sangat penting bagi para ilmuwan yang bergerak dibidang administrasi, para ahli sejarah dan ahli ilmu sosial lainnya.
2. Nilai Guna Informasional (Informational Value)

Nilai guna informasional berkaitan dengan informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut bagi kegunaan berbagai kepentingan nasional baik menyangkut penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan orang, badan, usaha, tempat, benda, peristiwa atau gejala.

(1) Tentang orang dan badan usaha

Arsip yang memberikan informasi tentang orang tidak banyak yang memiliki nilai penelitian, kecuali untuk orang – orang penting baik yang berkaitan dengan pemerintah maupun kehidupan kemasyarakatan lainnya. Informasi lain yang dianggap penting ialah hal – hal yang dapat digunakan sebagai studi kependudukan, sosiologi atau jenis studi lainnya. Contohnya tentang sensus penduduk, daftar nama seperti daftar penumpang dan sejenisnya. 

Arsip yang memberikan informasi tentang badan usaha ada beberapa yang bernilai untuk disimpan sebagai arsip permanen. Jenis – jenis arsip tersebut antara lain :

1. Tentang anggaran dasar;

2. Hasil rapat;

3. Hasil riset;

4. Produksi;

5. Pemasaran dan

6. Bahan – bahan lain yang berisikan pertumbuhan dan perkembangan badan usaha. 
(2) Tentang benda

Nilai informasi tentang benda bertalian dengan bangunan sejarah, kapal perang, jalan, hak cipta, dan hak paten. Nilainya berasal dari informasi yang dikandung oleh arsip tentang benda –benda itu sendiri. Contohnya desain kapal laut, kapal terbang, hak paten dan sebagainya. Bangunan dianggap penting karena bangunan tersebut diidentifikasikan dengan orang penting, peristiwa penting atau keanehan arsitekturnya.

(3) Tentang tempat

Informasi kartografis tentang tempat berkaitan dengan tempat –tempat khusus baik pada tingkat daerah seperti Kabupaten, Kecamatan dan sebagainya ataupun Negara atau unit – unit geografi lainnya, serta arsip yang member keterangan tentang karakter geografis suatu tempat dan sekitarnya atau hubungan budaya dengan lingkungannya. Arsip – arsip yang mengandung informasi tempat meliputi :

1. Peta;

2. Fotografi kawasan;

3. Catatan penelitian medan;

4. Laporan lokasi situs serta

5. Geologi dan sebagainya. 
Jenis arsip – arsip tersebut disimpan permanen.
(4) Tentang gejala atau fenomena

Arsip yang mengandung informasi tentang gejala atau fenomena menggambarkan tentang kondisi – kondisi, aktivitas, peristiwa, episode  dan situasi lainnya. Contoh jenis arsip – arsip tersebut antara lain tentang pemilihan umum atau bencana alam.

2.3 Jenis Arsip
2.3.1  Arsip Dinamis

Arsip dinamis adalah arsip yang dapat dipergunakan secara langsung di dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dan pemerintahan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung di dalam penyelenggaraan administrasi negara. 
Arsip dinamis, berdasarkan pada kepentingan penggunaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis aktif (active records) dan inaktif (inactive records). 
Arsip dinamis aktif merupakan arsip yang secara langsung dan terus menerus dibutuhkan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.  Sedangkan, arsip dinamis inaktif merupakan arsip-arsip di mana frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah semakin berkurang atau berkurang.
2.3.2 Arsip Statis

Arsip statis tidak lagi dipergunakan dalam fungsi-fungsi manajemen organisasi pencipta, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. 

Arsip statis ini merupakan pertanggungjawaban Nasional bagi kegiatan Pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. Dalam ilmu kearsipan (Archivologi) dikenal 3 istilah, yaitu :
1. File 
:Early Archieve (arsip aktif).


2. Record 
:Permanent File (arsip inaktif).
3. Archive 
: Permanent Record (arsip statis).
2.4   Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip adalah suatu kegiatan mengurangi volume arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan. Penyusutan merupakan salah satu sarana penting untuk mengatasi masalah bertumpuknya atau bertimbunnya arsip yang tidak berguna lagi. Arsip-arsip yang tidak berguna lagi itu perlu dimusnahkan untuk memberi kemungkinan bagi tersedianya tempat penyimpanan dan pemeliharaan yang lebih baik terhadap arsip-arsip yang mempunyai nilai guna.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip, dijelaskan bahwa:

“Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara:

1.  Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan    dalam lingkungan lembaga lembaga negara atau badan badan pemerintahan masing masing;

2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku; dan

3. Menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan kepada Arsip nasional.
Untuk meningkatkan daya guna dan tepat guna kearsipan dan untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional, perlu diadakan penyusutan arsip. Apabila arsip permanen berguna bagi kepentingan negara, dikirim ke lembaga kearsipan. Tujuan Penyusutan ini adalah : 
1. Mengurangi jumlah arsip; 
2. Memudahkan penemuan kembali arsip dalam rangka pelayanan informasi; 
3. Meningkatkan mutu pengelolaan dan pengamanan arsip-arsip yang mengandung pertanggungjawaban pembuktian sejarah kehidupan kebangsaan. 

Arsip-arsip tersebut telah habis masa simpannya sesuai dengan Jadwal retensi Arsip (JRA) dan telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur untuk pemusnahannya.

Penyusutan arsip menganut azas sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan. Melalui azas tersebut dimungkinkan adanya penyusutan arsip yang dilakukan di pusat atau depo arsip provinsi dan instansi-instansi di lingkungan pemerintah 
Provinsi Jawa Barat dalam hal ini masalah pendelegasian wewenang, penentuan jenis arsip yang harus dipindahkan ke depo arsip dan peran aktif Lembaga kearsipan di Daerah dalam mengkoordinasikan, membina, mengawasi secara operasional penyusutan arsip sangat diperlukan agar dicegah terjadinya penyusutan arsip yang semena-mena sebagai jalan keluar dalam menanggulangi keterbatasan baik tempat, sarana, maupun tenaga.

Arsip-arsip inaktif tidak akan selamanya disimpan di Pusat Arsip (Record Center), tetapi sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA), arsip inaktif yang tidak bernilai guna tinggi, hanya memiliki nilai guna primer, akan dimusnahkan. Sementara arsip yang bernilai guna tinggi, memiliki nilai guna primer dan sekunder, akan diserahkan ke Arsip Nasional RI sebagai arsip statis.  
Pemusnahan dan  penyerahan arsip harus melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusutan arsip meliputi penilaian terhadap arsip yang sudah melampaui jangka simpannya, penyisihan dan seleksi arsip - arsip mana yang dapat dimusnahkan dan yang akan disimpan, pendaftaran arsip dalam daftar pertelaan, pemusnahan dan penyerahan arsip. 
Fase penyusutan merupakan penentuan masa simpan arsip. Dalam fase ini ditentukan apakah suatu arsip harus dimusnahkan, dipindahkan atau disimpan secara permanen. Pengelolaan arsip inaktif pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan semasa aktifnya. Apabila pada masa aktifnya arsip dikelola (managed) dengan baik, maka pada masa inaktifnya akan menjadi baik, sehingga akan memudahkan proses penyusutan dan penataan arsip pada masa statis. 
2.4.1  Ruang Lingkup Penyusutan Arsip
Penyusutan arsip dilihat dari aktifitas kegiatannya berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 meliputi:

1. Memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam lingkungan Dinas, Badan, Lembaga. Untuk kegiatan tersebut maka di tiap-tiap Dinas, Badan, Lembaga perlu ada ruang khusus penyimpanan arsip inaktif di bawah tanggung jawab Unit Kerja Kearsipan. Penyeleksian arsip inaktif dilaksanakan oleh Unit Pengolah dengan bimbingan Unit Kearsipan.

2. Penyerahan arsip

1) Arsip inaktif dari Unit Kearsipan Instansi ke Kantor Arsip Daerah, sesuai dengan fungsi Kantor Arsip Daerah, bagi :

1. Arsip yang retensinya sepuluh (10) tahun atau lebih;

2. Arsip yang akan disimpan permanen dan

3. Arsip yang perlu dinilai kembali.
2) Penyerahan arsip Statis dari Kantor Arsip Daerah ke Arsip Nasional Republik Indonesia.

Yang termasuk kriteria arsip statis adalah:

1. Arsip – arsip yang sudah secara jelas ditetapkan dalam Jadwal Retensi Arsip sebagai arsip yang harus disimpan permanen.

2. Arsip – arsip yang belum dinyatakan secara jelas sebagai arsip yang harus disimpan permanen, namun selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai arsip yang harus disimpan permanen dengan pertimbangan sebagai berikut:

(1) Diusulkan oleh Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip;

(2) Persetujuan dari Arsip Nasional dan 

(3) Arsip tersebut informasinya mengandung sejarah; pertanggungjawaban nasional baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun kehidupan kebangsaan; informasinya berguna bagi semua pihak untuk berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan, baik menyangkut orang, tempat, benda, masalah dan sejenisnya; fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana Lembaga atau Instansi diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta hasilnya dapat digunakan sebagai panduan untuk penyelesaian masalah-masalah yang serupa dibidang administrasi Negara.

3) Pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpusat di Kantor Arsip Daerah atau tersebar di masing-masing Instansi yaitu bagi arsip-arsip inaktif yang retensinya kurang dari sepuluh (10) tahun.

3. Penyusutan arsip berdasarkan asal – usul atau pencipta arsip yaitu arsip-arsip yang diciptakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4. Arsip – arsip titipan dari Badan Swasta atau Perorangan tidak dilakukan penyusutan dengan maksud melindungi arsip-arsip tersebut dari kemungkinan kerusakan, kehilangan atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

2.4.2  Jadwal Retensi Arsip

Suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip serta jangka waktu penyimpanan dan keterangan simpan, permanen, musnah atau dinilai kembali. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah sebuah bentuk daftar yang berisi jadwal tentang jangka waktu penyimpanan arsip sebagai pedoman dalam kegiatan penyusutan arsip (Deptan, 1997). Melalui jadwal retensi, petugas arsip atau staf administrasi dapat menentukan apakah arsip tersebut disimpan, dipindahkan atau dimusnahkan. 
Jadwal retensi arsip memiliki dua fungsi, yaitu sebagai subsistem manajemen peningkatan efisiensi operasional instansi dan pelestarian bukti pertanggung jawaban nasional serta pelestarian informasi pertumbuhan budaya bangsa. 
Jadwal retensi arsip menjadikan petugas arsip  atau arsiparis di instansi yang bersangkutan dapat secara langsung melakukan penyusutan arsip, secara sistematis berdasarkan pedoman yang sah. Dengan demikian peningkatan kecepatan akumulasi arsip dapat diimbangi dengan kelancaran peyusutan, sehingga hanya arsip yang bemilai guna sajalah yang disimpan.
2.4.3 Maksud dan Tujuan Diadakannya Jadwal Retensi Arsip
Maksud dari diadakannya Jadwal Retensi Arsip diantaranya sebagai berikut :

1. Memberi pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip di unit pengolah, di unit kearsipan dan arsip-arsip yang dapat dimusnahkan serta diserahkan ke Arsip Nasional;

2. Memisahkan penyimpanan arsip aktif dan inaktif sehingga memudahkan pengawasan dan penemuan kembali arsip yang diperlukan;
3. Melancarkan penyusutan arsip yang mengacu kea rah perwujudan efisiensi penanganan kearsipan, dalam kaitan dengan pertimbangan prasarana, sarana, tenaga dan biaya serta
4. Meningkatkan bobot dan kualitas arsip-arsip yang disimpan sekalipun dalam jumlah yang relative sedikit.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Jadwal Retensi Arsip adalah :

1. Terwujudnya kepastian dan tertib penyusutan arsip serta terhindarnya pemusnahan arsip yang mengandung bahan pertanggungjawaban dan pembuktian dan

2. Dengan dinyatakan bahwa Jadwal Retensi Arsip tidak bersifat mutlak, maka pengelolaan arsip dan unsur terkait akan memperoleh keleluasaan untuk melakukan penafsiran secara terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas.
2.4.4 Cara Penerapan Jadwal Retensi Arsip 
Jadwal Retensi Arsip merupakan pedoman dalam melaksanakan penyusutan arsip yang semula telah diperhitungkan dari aspek nilai guna setiap masalah yang ada. Penilaian arsip berlandaskan kepada :

1. Tujuan Kearsipan termaksud pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yaitu :

“Terjaminnya keselamatan bahan pertanggungjawaban dan tersedianya bahan pertanggungjawaban tersebut apabila diperlukan dimasa sekarang dan masa yang akan datang”;

2. Jadwal Retensi Arsip;

3. Nilai guna yang terkandung dalam arsip yang bersangkutan, bagi kepentingan pemerintah, Badan Swasta dan Masyarakat;
4. Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan arsip yang dinilai;
5. Kaitan arsip tersebut dengan arsip lain yang masih bernilai guna;
6. Pengalaman para pejabat dan atau pendapat Instansi terkait dan
7. Pendapat ilmuwan apabila diperlukan.

Susunan Jadwal Retensi Arsip meliputi :

(1) Nomor; 

(2) Masalah;
(3) Uraian masalah;
(4) Retensi aktif dan inaktif serta
(5) Keterangan yaitu musnah, simpan permanen atau dinilai kembali.

Untuk ketiga kriteria tersebut seteleh dipertimbangkan dari ketentuan termaksud pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1971 timbul alternatif – alternatif yang harus diuji oleh Panitia Penilai guna menentukan satu pilihan diantara alternatif – alternatif tersebut yaitu seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Kriteria dan Alternatif Pemusnahan Arsip

	Kriteria
	Alternatif

	Musnah 
	1. Musnah setelah masa penyimpanannya berakhir.

2. Diperpanjang masa penyimpanannya karena:

(1) Ada kaitannya dengan arsip lain yang masih bernilai guna, sehingga perlu diperpanjang selama masa penyimpanan arsip yang masih bernilai guna tersebut;

(2) Terjadi permasalahan, sengketa atau kasus yang ada kaitannya dengan arsip yang akan dimusnahkan dan

(3) Memiliki lebih dari satu nilai guna dan melalui pengujian nilai guna – nilai guna lainnya ternyata arsip.

	Permanen 
	1. Dapat diserahkan setelah melalui prosedur penyusutan arsip yang berlaku.

2. Ditangguhkan penyerahannya ke Arsip Nasional, karena dikhawatirkan sewaktu-waktu diperlukan.

3. Diperpanjang penyimpanannya sampai kurun waktu yang tidak terbatas karena diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

4. Arsip Nasional berpendapat bahwa arsip tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai arsip statis yang harus

	Dinilai Kembali
	1. Diperpanjang penyimpanannya karena :

(1) Ada kaitan dengan arsip lain yang masih bernilai guna;

(2) Ada kekhawatiran timbul permasalahan yang memerlukan keberadaan arsip tersebut sebagai bahan bukti; dan

(3) Memiliki lebih dari satu nilai guna dan setelah diuji dari semua nilai guna tersebut ternyata arsip yang bersangkutan harus diperpanjang penyimpanannya.

2. Disimpan permanen atau diserahkan ke Arsip Nasional sebagai arsip statis karena :

(1) Mengandung pertanggungjawaban nasional;

(2) Mengandung pembuktian yang ada kaitannya dengan kehidupan bangsa dan Negara;

(3) Mengandung sejarah; serta 

(4) Informasinya bermanfaat secara umum dan bahkan dapat digunakan sebagai sumber penelitian bagi pihak – pihak yang memerlukannya.

3. Dimusnahkan karena sudah tidak bernilai guna serta diperkirakan tidak akan timbul masalah atau kerawanan juga kerugian bagi seseorang atau Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Badan Swasta.


Sumber : Martono, Boedi. 1992. Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
2.4.5  Panitia Penyusunan Jadwal Retensi Arsip
Setiap organisasi dapat membentuk suatu panitia dalam rangka penyusunan jadwal retensi arsip. Panitia terdiri dari para pejabat yang memahami fungsi organisasi dengan segala aspeknya serta manajemen kearsipan. Bagi organisasi pemerintah dapat saja menyertakan dalam panitia pejabat – pejabat dari BPKP, BPK, BAKN dan Arsip Nasional. 
Para pejabat dari BPKP dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk membantu menelaah arsip keuangan dari BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) untuk arsip kepegawaian. Adapun dari Arsip Nasional untuk membantu metode penyusunan, bentuk, dan dalam rangka penetapan simpan permanen atau musnah. 
Rancangan jadwal retensi arsip sebelum ditetapkan atau diperlakukan sebagai pedoman penyusutan arsip terlebih dahulu dimintakan persetujuan Arsip Nasional. Ini berlaku bagi instansi termasuk bank – bank pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979.
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